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FERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 200d

TENTANG

FEMEENTUEAN, SUSUMAN ORGAN [SASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA DAN EEBUDAYAAN
EABUPATEN BANYUMAS

LEMBARAN DAFERAH
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NOMOR : 27 TAHUN 2004 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EANY UMAS

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUEAN, SUSUNAN DRGANISAS] DAN TATAKERIA
INMNAS PARIWISATA DAN EEBUDAYA AN

EABUPATEN BANVIMAS

DENGAN RAHMAT TUHANM YANG MAHA ESA

Me il a

BUPATI BANYLUMAS,

bahwa dengan tefah ditelapkammva  Peramran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 entang Pedoman
Omrganisasi Perangkal Dasrah maka tugas pokok,
fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Fariwisata dan Kebudayisn Kabupaten Hamyumas
sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Doerah
Kabupaten Bamyumas Momor 23 Tahun 2004
tentang Pembentakan, Susunen Organizasi dan Tata
Kerja Dinas Damcrah Kabupaten Banyumas
seleganmmna  divbah dengan Peraturan Theerah
Eabupawen Damvumas Nomor 9 Tahun 2002 sudah
tidak sesual lagi;
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- bahwa sehubungan dengan hal terscbut distas, maka

perlu dietapksn Peraturan Dacrah Eabupaten
Banyumas  tentang Pembenmkan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerjn Dinas Pariwisata dan
Kebudavaan

Undang-undang Momor 13 Tahun 1950 Ientamg
Pembenmukan Dasrah-daersh Kabupaten Dalum
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 IEAIANg
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahon
1999 Nomor 60, Tambwhan Lembaran Negnra
Momar 3539);

Peraturan Pemerintall Mo 16 Tahun 1994 lentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
iLembaran Mepara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547}

Ieramran Pemerinlahk Nomor 25 Tahun 200
lentang  Kewenengan Pemerintah Pusat  dan
Kowenangan Fropinsi sehagmi Daerah Otorom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tembahan Lembaren Nepara Momor 3952);
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5. Peraturan Pemerintah Momar § Tahon 2003 wentang
Pedomian Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Megara Tahun 2003 MNomor 14 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

€. Kepumsan Bersama Menieri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam MNeperi
Momar: O/SKBMAMLPAN/472003 Nomor 17 Tahun
M3 fenlang Pelunjuk  Peleksanpan  Peratumn
Pemerinieh Momor 8 Thibun 2003 (eotang Pedoman
Organisasi Perangkat Dacrah dan  Peramran
Pemerintzh Nomor @ Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindaban dan
Pemberhentian Pegawai Meperi Sipal,

Dengan persciujuan

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAIT
KABITPATEN BANYTIMAS

MEMUTLSKAM:

Menempkan © PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATAKERJA DINAS
FARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  EKABUPATEN
BANYUMAS,
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[2plarn Peranuran Daersh ini yang dimaksud dengan -
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Duerah adalah Daerah Kubupaten Banyumas.

Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabopaten Banyumas.
Dowan Perwakilon Rukyst Daerah yang selmpumya dizchut
DFRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Eabupaten
Bamyumas.

Bupati adalah Bapati Banyumas,

Schretaris  Dagrah adalab  Sckretaris Daerah Kabuparzn
Homyumas,

Dhinas Pariwisata dan Kebudsyoan sdalah Dinas Fariwisals dan
Kehuilaysan Kabupaten Banyumas.

Kepalu Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudwaan
Kabupaten Banyumas.

LUnit Felaksana Teknis adalal wrsur  peloksana sthapian tugas
Dinas Parvwisens dan Kebudavaan vang memiliki wilayah kerja
satu atan beberapa kecamatan yang selanjutnya dischut UPT.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yan menunjukkan tugas,
langgung jrwab, wewenang dan lak seormnz  Pegawai Megeri
Sipil dalam Sutuan Organisasi yang dalam pelaksanaan lugasiyu
didasarkan pade keshlian dan atau kerampilam terentu serta
bersifat mamdiri.
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BAR IT
FEMBENTUEAN

Pasul 2
Drengan Peraturan Dagrah ini dibentuk Dinas Fariwisaty dam Bebudsysan |

BAB I

EEDUDUEAN, TUGAS POKOE DAN FUNGSI

Iasal 3
Thiras Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana wpss lersm
Pemerintah Daerah, dipimpin okeh seorang, Kepnla yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah,

Pasal 4

(1) Dinas Panwisala dan Kebudsyasn  mempunval tugas pokok
melaksanakan kewenangan di bidang pariwisata dan kebudavaan

2} Untuk melaksanakan ingas pokok sehagaimana dimaksud dalam ayat
(17, Dinss Bariwisata dan Esbudayzan mempunyai fungsi:



